
 

 

 

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

 
 
 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 
 

NOMOR 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN SK DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 
114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 TENTANG PEMBARUAN PEDOMAN STANDAR 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TINGGI DAN 

PENGADILAN NEGERI 
 
 

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM, 
 
 

Menimbang : a. untuk meningkatkan transparansi dan kualitas 

layanan yang baik maka seluruh pengadilan di 

lingkungan peradilan umum telah melakukan 

sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); 

b. bahwa seiring dengan adanya perubahan kebijakan 

baik internal maupun eksternal maka perlu 

dilakukan penyesuaian pedoman standar layanan 

pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di 

seluruh lingkungan peradilan umum; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a 

dan b, maka perlu dilakukan perubahan terhadap 

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan 

Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I 

/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan 

Tinggi dan Pengadilan Negeri yang diatur dalam 

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan 

Peradilan Umum; 

 
Mengingat … 
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi elektronik sebagaimana 

telah diubah dengan undang undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang 

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik; 

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu; 

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 

2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan Secara Elektronik; 

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan 

Peradilan; 

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis 

Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, 

Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di 

Pengadilan Secara Elektronik; 

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-

144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar 

Pedoman Pelayanan Informasi Publik di 

Pengadilan; 

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 

tentang Standar Pelayanan; 

 
11. Peraturan ... 
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11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik; 

12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan 

Peradilan Umum Nomor 1364/DJU/SK/HM.02.3/ 

5/2021 tentang Standarisasi Website Pengadilan 

di Lingkungan Peradilan Umum; 

13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan 

Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/ 

HM02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei 

Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di 

Bawahnya; 

14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan 

Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/ 

3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan 

Tinggi dan Pengadilan Negeri; 

15. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan 

Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I 

/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan 

Tinggi dan Pengadilan Negeri 

 
 

M E M U T U S K A N  

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN 

PERADILAN UMUM TENTANG PERUBAHAN SK 

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 

NOMOR 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 TENTANG 

PEMBARUAN PEDOMAN STANDAR PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN 

TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI 

 

KESATU ... 
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KESATU : Beberapa ketentuan dalam Surat Keputusan Direktur 

Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 

114/DJU/SK.HM1.1.1/I /2024 tentang Pembaruan 

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, diubah 

sebagai berikut : 

1. Poin G.1 Standar Layanan pada halaman 21 

tentang Standar Layanan Pengadilan Negeri 

diubah sebagaimana terlampir pada keputusan 

ini 

2. Poin G.1 Standar Layanan pada halaman 22 

tentang Standar Layanan Pengadilan Tinggi 

diubah sebagaimana terlampir pada keputusan 

ini 

 

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat 

kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan 

perbaikan sebagaimana mestinya. 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 16 Juni 2025 

 

 

 

 

 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 
1. YM Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ; 
2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial ; 
3. Yth. Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi; 
4. Yth. Seluruh Ketua Pengadilan Negeri. 
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Lampiran   
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum  
Nomor     : 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 
Tanggal   : 16 Juni 2025 

 

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA PIDANA BIASA (CONTOH) 
PENGADILAN NEGERI ………. 

 
 
1. Dasar Hukum  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana. 
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1986 tentang Peradilan Umum. 

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasan Kehakiman. 

4. …. 
5. …. 

2. Persyaratan : 1. Berkas Perkara 
2. Tanda Bukti Pelimpahan Perkara 

3. Sistem, Mekanisme dan 

Prosedur 

: 1. Menerima berkas dan cek kelengkapan berkas  
2. Menginput Data ke dalam SIPP dan Mencatat 

perkara ke Buku Register Induk 
3. Penunjukkan Majelis Hakim  
4. Penunjukkan Panitera Pengganti  
5. Mencatat Penunjukan Hakim dan PP ke dalam 

buku register Induk dan SIPP 
6. Distribusikan Berkas ke Majelis 
7. Penyampaian penetapan Hari sidang dan 

penetapan perpanjangan penahanan ke JPU 
8. Proses persidangan paling lambat dalam waktu 

5 bulan ( SEMA 2 Th. 2014 ) 
9. Penyampaian Petikkan Putusan / Salinan 

Putusan Kepada Penyidik ,JPU , Terdakwa dan 
Lapas ± 120 Menit ( Petikkan Putusan) / ± 120 
Menit ( Salinan Putusan) 
 

4. Jangka Waktu Pelayanan : 1. Pelimpahan Berkas Perkara 1 Jam 
2. Penyelesaian sidang Perkara Pidana Biasa 

(Dewasa) paling lambat dalam waktu 5 bulan 
5. Biaya/Tarif : Tidak ada biaya 

6. Produk Pelayanan : Putusan 

7. Penanganan pengaduan, 

saran dan masukan / 

apresiasi 

: 1. Melalui aplikasi SIWAS - 
https://siwas.mahkamahagung.go.id 

2. Melalui aplikasi - LAPOR 
https://www.lapor.go.id 

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei 
Harian) 
http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 

4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-
255 783 00 

5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : XXXXX 
6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : 

XXXXX 
7. Melalui nomor WA : 081-XXXXXX 
8. Melalui email : pengadilanxxx@gmail.com 
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STANDAR PELAYANAN PENYELESAIAN PERKARA BANDING (CONTOH) 

PENGADILAN TINGGI ………. 
 

 

1. Dasar Hukum  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana. 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1986 tentang Peradilan Umum. 

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasan Kehakiman. 

4. …. 

2. Persyaratan : 1. Surat Pengantar pengiriman berkas banding 
perkara Perdata, Pidana dan Tipikor dari 
Pengadilan Pengaju 

2. Berkas perkara bundel A dan Bundel B 
3. Memori Banding 
4. Kontra Memori Banding 

3. Sistem, Mekanisme dan 

Prosedur 

: 1. Berkas perkara banding diterima oleh petugas 
meja PTSP Kesekretariatan baik yang 
dikirimkan melalui Pos ataupun diantar 
langsung oleh pengadilan pengaju  

2. Petugas PTSP memeriksa kelengkapan berkas 
perkara berdasarkan checklist penerimaan 
berkas  

3. Setelah berkas perkara lengkap petugas PTSP 
menyerahkan tanda terima berkas perkara yang 
telah ditandatangani kepada petugas pembawa 
berkas  

4. Petugas PTSP menginput surat pengantar 
berkas ke aplikasi persuratan  

5. Petugas PTSP menyerahkan surat pengantar 
dan berkas perkara bundle A dan B kepada 
Ketua Pengadilan Tinggi untuk didisposisi 
melalui aplikasi persuratan  

6. Panitera mendispisosi melalui aplikasi 
persuratan  

7. Petugas PTSP menyerahkan surat pengantar 
dan berkas perkara bundle A dan B kepada 
Panitera Muda Perdata, Pidana dan Tipikor  

8. Selanjutnya berkas perkara diproses sesuai SOP 
masing-masing kepaniteraan Muda.  

 
4. Jangka Waktu Pelayanan : Waktu Penyelesaian ± 3 bulan (Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014) 
5. Biaya/Tarif : Pidana : Tidak ada biaya 

Tipikor : Tidak ada biaya 
Perdata : Rp. 150.000,- (Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 3 Tahun 2012)  

6. Produk Pelayanan : Putusan 

7. Penanganan pengaduan, 

saran dan masukan / 

apresiasi 

: 1. Melalui aplikasi SIWAS - 
https://siwas.mahkamahagung.go.id 

2. Melalui aplikasi - LAPOR 
https://www.lapor.go.id 

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei 
Harian) 
http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 

4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-
255 783 00 

5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : XXXXX 
6. Melalui nomor WA : 081-XXXXXX 
7. Melalui email : pengadilanxxx@gmail.com 
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